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NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERI NTAH KABUPATEN LEMBATA

DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR: Bl10O.3.7l tf /SETDAD(y2025

NOMOR: 8/900.1.1.1/ o, /DPRD/LBTIXU2125

Yang bertanda tangan di bawah ini:
'1 . Nama : P Kanisius Tuaq

Jabatan : BuPati Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.'t Lewoleba, Lembata

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata.

2. a. Nama : SYafrudin Sira

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No'1 Lewoleba, Lembata

b. Nama : Fransiskus Xaverius B. N

Jabatan : Wakil Ketua Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata

c. Nama : G. Fransiskus

Jabatan : Wakil Ketua Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata

Sebagai Pimpinan DPRD befindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupalen Lembata.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang

disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya

dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum

APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan
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Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam

Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan

ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Lewoleba, ] November 2025
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Pemerintah Kabupaten t-embata B

BT'B I
PENDAHULUAI{

1.1. Lstar Belatang Penyusunan Keb{iakan Umum APBD
(KUAI

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang

memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun. KUA ini

digunakan sebagai kerangka kebijakan umum yang memberikan

arahan makro tentang asumsi dasar ekonomi daerah, target

pendapatan, arah belanja, dan strategi pembiayaan. Sebagai

tindak lanjut dari kerangka kebijakan tersebut, disusunlah

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat ska-la

prioritas pembangunan daerah sekaligus plafon anggar€rn

sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan.

Sesuai Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

KUA dan PPAS disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD

dan selanjutnya dibahas bersama DPRD. Secara teknis,

penyusunan KUA-PPAS berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan KUA

memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi APBD, kebijakart

pendapatan, belanja, pembiayaan, dan strategi pencapaiannya

yang dirancang sebagai satu kesatuan kerangka fiskal berorientasi

pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah sekaligus

mendukung t Jr.t pembangunan nasional sebagai tujuan

bersama.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu pilar utama

yang harus dibangun adalah harmonisasi kebijakan fiskal antara

pemerintah pusat dan daerah. Harmonisasi ini diwuiudkan' 
vlv
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Pemerintah Kabupaten Lembata I

melalui sinergi kebijakan fiskal nasional-daerah, yang

dilaksanakan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran.

Pada level pusat, kebijakan fiskal dirumuskan dalam Kerangka

Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF),

sementara di daerah dituangkan dalam KUA-PPAS sebagai dasar

penyrrsunan APBD.

Sebagai konsekuensi dari komitmen pencapaian tujuan

bersama, Pemerintah Kabupaten Lembata juga berkewajiban

menJrusun KUA sebagai instrumen kebijakan fiskal yang menjamin

keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Penyusunan

KUA Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung visi,

misi, dan arah pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Ta}run 2025

tentang RPJMD Kabupaten [rmbata Tahun 2025-2029, yang

kemudian dijabarkan dalam RKPD Tahun 2026. Dengan demikian,

KUA ridak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis fiskal, tetapi

juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap

alokasi anggaran daerah mendukung agenda pembangunan

provinsi dan nasional, serta sejalan dengan tujuan pembangunan

jangka menengah daerah.

\.2. TuJuan Pen5rusunan KIIA

Penyusunan KUA Kabupaten l,embata Tahun Anggaran

2026 bertujuan untuk:

1) Menghasilkan kebijakan dalam rangka optimaiisasi pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta asumsi

yang mendasari dalam rangka pencapaian target perencanaan

pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen

perencanaan daerah Kabupaten rcrriaata. \-J)y'rr
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Pemerintah Kabupaten Lembata B

2) Menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran

dengan memastikan sinkronisasi antara dokumen perencanaan

dan alokasi Ernggaran.

3) Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam

upaya meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan

masyarakat di daerah.

4) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5) Sebagai pedoman yang digunakan dalam Peny'usunan Prioritas

dan Pla-fon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

6) Menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum PenYueunan KUA

Adapun dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Lembata

Tahun 2026, adala}, sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten trmbata (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 39O1) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3967);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

I
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Pemerintah Kabupaten Lembata p

Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

4l Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04

Nomor i26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 33, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor

4O31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 77, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6914);

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

tp
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Pemerintah Kabupaten Lemuata p

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Ke{a Menjadi Undang-Undang (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);

9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tertang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6757);

l0) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

68471;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); l l',,",,*,""..,, 
vly
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Pemerintah Kabupaten Lembata !$

13) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor

1e);

15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahrun 2O25

tentang Stdndar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1O5);

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Oi3

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis

Akrual pada Pemerintah Daerah;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

20i7 Nomor 1312);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10O Tahun 2Ol8

tentang Standar Peiayanan Minimal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 154O);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (perita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor tttil;lj/
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Pemerintah Kabupaten Lembata l$

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O19

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedomal Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

221 Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Pengelolaan Barang

Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahrun 2024

Nomor 350);

23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 lentang

Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan KUA dan

Rancangan PPAS Tahun 2026 dengan KEM PPKF Tahun2026

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 97ll;
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7271;

25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2O2l tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 900.1-285O Tahun 2O25 tentang Perubahan

Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889

Bab l-7 |
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Pemerintah Kabupaten Lembata Q

Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

26) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2025-2029 (kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 006, Tambahan kmbaran Daerah Nomor 315);

27) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten kmbata Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten lembata Nomor l Tahun 2O2O Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun

2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

28) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2077

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten

Lembata Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata

Tahun 2017 Nomor 4);

29) Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022

tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301 Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3Oi);

3O) Peraturan Daerah Kabupaten kmbata Nomor 3 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten l.embata Tahun 2025-2029 (l*mbaran Daerall

Bab l-8 |
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Pemerintah Kabupaten Lembata !p

Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 315, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 315);

3l) Peraturan Bupati kmbata Nomor 43 Tahun 2025 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2026 (Beit:- Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor

46],. v,l,

Bab l-9 |



Pemerintah Kabupaten Lembata l$

BAA II
I(ERAI{GI(A EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah (KEMD) menggambarkan

kondisi perekonomian daerah yang menjadi dasar daiam

penetapan asumsi ekonomi makro, proyeksi pendapatan, dan

penentuan prioritas belanja daerah serta pembiayaan. Dalam

penyusunan KUA, KEMD harus dapat memastikan bahwa

kebijakan liskal daerah disusun berdasarkan analisis ekonomi

yang realistis dan terukur. KEMD ini disajikan dalam 2 (dua)

bagian yang saling mendukung, yaitu arah kebijakan ekonomi

daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Arah Kebijakan

Ekonomi Daerah, menguraikan strategi pengembangan ekonomi

berdasarkan analisis kondisi ekonomi eksisting. Bagian ini

menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan

ekonomi yang akan didukung melalui alokasi anggaran daerah.

Bagian kedua, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, menetapkan

strategi pengelolaan fiskal yang mencakup optimalisasi

pendapatan daerah, efisiensi belanja, dan pengelolaan pembiayaan

untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi yang telah

ditetapkan. Integrasi kedua bagian ini memastikan bahwa

kebijakan frskal dalam KUA selalu didukung dengan alasan

ekonomi yang jelas, dan setiap target ekonomi memiliki strategi

pembiayaan yang tepat. Dengan demikian, perencEulaan

pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dapat be{alan

selaras dan saling mendukung.
v-lt
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Pemerintah Kabupaten Lembata Q

2.1 Arah KebtJakar Ekoronl Daerah

2.1.1. Dinamita dan Dampak PereLonomian Global dan

Naslonal

a. Dinamike dan Dampak Perekonomian Global

Perekonomian global pada periode 2024-2025 menghadapi

tantangan sigrrifikan dengan tingkat ketidakpastian yang

meningkat, terutama memasuki awal 2025. Meski negara-negara

Asia seperti India, Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Indonesia

masih tumbuh solid di tengah volatilitas global, ketidakpastian

ekonomi dunia semakin meningkat seiring pergantian

kepemimpinan di berbagai negara yang memicu perubahan

kebijakan drastis. Perubahan kebijakan paling signifikan terjadi di

Amerika Serikat terkait kebijakan tarif memicu gejolak pasar

keuangan globai dan meningkatkan tekanan perdagangan

internasional.

Dampak perekonomian global terhadap Kabupaten Lembata

dapat terjadi melalui dua jalur utama. Pertama, jalur

perdagangan, di mana penurunurn permintaan global, terutama

dari Tiongkok, dapat menekan ekspor Indonesia, menurunkan

harga komoditas, serta berimbas pada kinerja sektor produktif

daerah. Kondisi ini berpotensi menekan pendapatan daerah,

sekaligus membuka peluang penurun.rn biaya produksi akibat

kelebihan pasokan bahan baku. Kedua, jalur arus modal dan nilai

tukar, di mana ketidakpastian globa1 memicu arus modal keluar

dan depresiasi rupiah. Hal ini meningkatkan biaya impor,

mendorong inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan pada

akhirnya mempengamhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta

kemampuan fiskal Lembata dalam membiayai pembanguna" V/,
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Pemerintah Kabupaten Lembata p

b. Dlnanlka dan Darnpak Perekonomlan Naslond

Pada 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,O3o/o, melanjutkan

tren di atas 57o tiga tahun berturut-turut. Pertumbuhan ditopang

konsumsi rumah tangga sebesar 4,94o/o, konsumsi pemerintah

sebesar 6,61% tertinggi dalam 10 tahun, investasi sebesar 4,617o

dengan realisasi PMA-PMDN Rpl.714 triliun, serta ekspor barang

dan jasa sebesar 6,510/o. Bank Indonesia memperkirakan

pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap baik pada 2025 dan

2026 meski di tengah risiko redupnya ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik ke

rentang 4,80/o-5,60/o pada Tahun 2025 dan 4,9o/o-5,7o/o pada Tahun

2026 bukan tanpa sebab, meski dunia terus menunjukkan gejolak

baik sisi ekonomi maupun geopolitik, konsumsi dan investasi

diyakini akan terus meningkat. Kinerja ekspor akan membaik di

tengah risiko perlambatan ekonomi global. Sementara inflasi akan

terus dijaga pada 2,Stlo/o pada Tahun 2025 maupun 2026 melaJui

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)

Pertumbuhan ekonomi nasional 5,03% di 2O24 memberikan

dampak beragam bagi Kabupaten Lembata, NTT. Secara positif,

reformasi pupuk bersubsidi yang memicu pemulihan pertanian

nasional l},s2yo di Triwulan | 2025 sangat menguntungkan

ekonomi kmbata yang berbasis tiple agro. Program Makan Betgizi

Gratis membuka peluang ekonomi bagi petani dan nelayan lokal

sebagai pemasok, dan inflasi terendah sejarah l,60/0 meniaga daya

beli masyarakat yang sebagian besar berpenghasilan menengah ke

bawah. Namun, tantangan tetap ada karena investasi PMA-PMDN

Rpf .714 triliun dan hilirisasi manufaktur belum optimal

menyentuh Le mbata akibat keterbatasan infrastruktur,

alsesibilitas yang kurang memadai, dan minimnya pengembangan

vr
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